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TARGET PAD MELESET, GUBERNUR RIAU BAPENDA HARUS JEMPUT 

BOLA DAN BERINOVASI 

 

 

Sumber gambar:  

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/target-pad-meleset-gubernur-riau.jpg 

 

Pemerintah Provinsi Riau kembali menunjukkan keseriusan mengejar target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, 

target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau selalu meleset. 

Bahkan, pada tahun 2024 lalu, Bapenda mengalami penurunan. Stagnasi pendapatan 

jumlahnya fantastis, yaitu Rp1,5 Triliun. 

Gubernur Riau, Abdul Wahid, kembali turun tangan dengan mendatangi Kantor 

Bapenda Riau pada Rabu (20/3). Ia menekankan kepada seluruh pegawai dan pejabat 

Bapenda untuk bekerja ekstra keras demi mencapai target PAD.  

“Saya hari ini ke Bapenda lagi, kemarin sudah berdiskusi apa yang harus kita lakukan 

langkah dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah, terutama dari sisi pajak 

kendaraan bermotor, yang kedua air permukaan,” tegas  Gubri Abdul Wahid, usai 

memimpin rapat di Kantor Bappenda Riau, Rabu (20/3). 

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/target-pad-meleset-gubernur-riau.jpg
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Gubri Wahid tidak mau lagi mendengar alasan-alasan klise, ia ingin butuh aksi nyata, 

bukan sekadar laporan di atas kertas. Sehingga, pajak-pajak yang belum tertagih 

dimaksimalkan lagi.  

"Kita harus berinovasi! Cari cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan dari 

pajak kendaraan bermotor dan air permukaan. Ini dua sektor yang masih bisa kita gali 

potensinya," ujar Abdul Wahid. 

“Saya mengusulkan ada inovasi salah satunya door to door, kapan perlu buka posko 

masjid-masjid dibuka setiap Jumat, atau di kantor-kantor desa siapa yang mau bayar pajak 

ada ada petugasnya dan diumumkan harinya dan jelas, ada pendekatan dengan masyarakat. 

Saya tidak mau lagi dengar ada kata-kata mau bayar pajak saja susah,” Abdul Wahid 

kembali menegaskan. 

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Wahid juga menyempatkan diri untuk meninjau 

langsung pelayanan pembayaran pajak di Samsat Simpang Tiga. Hasilnya? pelayanannya 

masih jauh dari harapan. Pelayanan Bank daerah yang bekerja sama Pemprov Riau juga 

perlu berbenah. 

Ia juga menyoroti ketergantungan pada pajak kendaraan baru yang menurutnya 

sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Keluhan warga yang kesulitan membayar pajak 

karena tidak membawa KTP juga tak luput dari perhatian Abdul Wahid. 

“Tadi kendalanya ada masyarakat tidak bawa KTP. Ini zaman digital, petugas harus 

bisa cek data warga secara online!," ujarnya. 

Abdul Wahid kemudian melontarkan ide-ide "brilian" seperti pelayanan door to door 

dan pembukaan posko pembayaran pajak di masjid-masjid dan kantor desa. "Kita harus 

jemput bola. Jangan cuma duduk manis di kantor menunggu wajib pajak datang," cetusnya. 

Dikatakan Abdul Wahid, bahwa selama ini, masyarakat mungkin enggan membayar 

pajak karena kurang informasi, pelayanan yang rumit, atau jarak yang terlalu jauh. "Kita 

harus ubah itu! Saya ingin pelayanan yang lebih dekat dan ramah kepada masyarakat," 

pungkas Abdul Wahid. 

 

Sumber berita: 
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Berinovasi”, 20 Maret 2025; dan 

2. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115225233&Target-
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Catatan: 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2024. 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Jenis pajak terdiri atas: 

1. PBB-P2; 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-

P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

2. BPHTB; 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB 

adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

3. PBJT atas; 

a. Makanan dan/atau Minuman; 

b. Tenaga Listrik; 

c. Jasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; dan 

e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 

4. Pajak Reklame; 

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 

5. PAT; 

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air tanah. 

6. Pajak MBLB; 
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan 

bumi untuk dimanfaatkan. 

7. Pajak Sarang Burung Walet; 

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. 

8. Opsen PKB; 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen 

yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

9. Opsen BBNKB 

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB 

adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan.   

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas: 

1. PBB-P2; 

2. Pajak Reklame; 

3. PAT; 

4. Opsen PKB; dan 

5. Opsen BBNKB. 

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri 

atas: 

1. BPHTB; 

2. PBJT atas: 

a. Makanan dan/atau Minuman; 

b. Tenaga Listrik; 

c. Jasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; dan 

e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

3. Pajak MBLB; dan 

4. Pajak Sarang Burung Walet. 

Jenis Retribusi terdiri atas: 

1. Retribusi Jasa Umum; 

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan 
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2. Retribusi Jasa Usaha; 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang 

dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta.   

3. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: 

1. Pelayanan Kesehatan; 

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas 

keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan 

tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. 

2. Pelayanan Kebersihan; 

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi 

jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Pelayanan Pasar; 

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa 

pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

5. Pengendalian lalu lintas. 

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas  penggunaan ruas jalan tertentu, 

koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan 

bermotor. 

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi 

Jasa Usaha meliputi : 

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan 

usaha lainnya; 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan 

usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar 
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grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha 

lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk 

fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan; 

3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan; 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat 

khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa; 

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan penyediaan tempat 

penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak; 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas 

pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 

dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan; 

Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan 

yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;  

9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan  

Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah. 

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah 

status kepemilikan merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi 

aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu 

meliputi: 

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 
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Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan PBG dan SLF meliputi 

kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi 

bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF 

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana 

penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan didaerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau 

 


